
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkal ll Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan 1embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Ta.hun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaa.n kebijaka.n 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan 'Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SumberDaya Manusia Kota Kendari; 

b. bahwa untuk melaksa.nakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 l tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR :lb TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K.ERJA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGE.MBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA 

KOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALIKO,.fA KENDARJ 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
rndonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Namer 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahon 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomar 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Mented Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukurn Daerab (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tabun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupateu/Kota Yang 
M.ela.ksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan .Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungeional [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 .Nomor 525j; 
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
I . Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah scbagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peJaksanaan urusan 
pemcrintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kata Kendari. 

3. Walikata adalah Walikata Kendari, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendan. 
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Surnber Daya Manusia Kata Kcndari. 

6. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengernbangan 
Sumber Daya Manusia Kota Kendari. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pernerintah. 

8. Pegawai Aparatur SipU Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjuiya disingkat PNS adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN 

PasaJ 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA 
KENDARI 

MEMUTUSKAN : 

I 0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Penyederbanaan Struktur Organisasi 
Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546]; 

Ll. Peratu.ran Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota f<endari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali tcrakhir dcngan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kora 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 

~ 
- .J - 



(1) BKPSDM rnerupakan Perangkat Daerah tipe A. 
(2) Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan basil 

pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan hidang 
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketlga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalab Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatiban Kota 
Kendari. 

Pagal3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan 
dan pelatihan diwadahi dalarn bentuk Badan. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Peran&kat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam 
rangka rnelaksanakan tugas pemerintahan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungaional di lingkungan 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 
Kendari. 

12. Sul, Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang dtberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan scsuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BKPSDM 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
b. pengurnpulan, pengelolaan dan pengendalian database serta analisa data; 
c. perencanaan dan perumusan strategis pada bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 
d. penyiapan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, 

pemberhentian, infonnasi kepegawaian dan pensiun; 
e. penyiapan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi 

pengangkatan, kenai.kan pangkat, pemindahan dan promosi jabatan 
struktural dan fungsional sesuai dengan norrna standar dan prosedur yang 
ctitetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

i. penyiapan administrasi pensiun, tunjangan dan kesejabteraan aparatur 
sipil negara sesuai dengan norrna, standar dan prosedur yang telah 
ditetapkan oleb pemerintah; 

g. penyiapan administrasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, 
seleksi jabatan tinggi pratama dan pendidikan pelatihan; 

h. pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengcndalian penyelenggaraan 
kepegawaian, -pendidikan dan pelatihan; 

i, pcngoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kepegawaian, dan 
pengembangan sumber daya manusia; 

J. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga 
pemerintah dan lembagalainnya; 

k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada aparatur sipil 
negara; 

l. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara 
komprehensif ; 

m. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

Pasal 7 

BKPSDM mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 6 

(1) BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) BKPSDM dipimpin oleh Kepala Sadan yang berkedudukan di bawab da:n 
bertanggungjawab kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah. 

Pasal S 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB lll 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
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(1) Sekretariat mernpunyai tugas melaksanakan urusan admlnistrasl umum, 
kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah 
tangga, pemetiharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan 
program kerja, laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah, Stander 
Operasional Prosedur, evaluasi kinerja dan pelaporan. 

(2) Sekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah clan 
hertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

(1) Kepala Badan bertugas mernimpin, membina, mengoordinasikan, 
merencaaakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata 
kerja dan mengembangkan semua kegiatan kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi 
Badan. 

(21 Kepala Badan menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 7. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi BKPSDM, terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi; 
d. Bidang Mutasi dan Promosi; 
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur; 
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana ctima.ksud pada ayat (1) 
tercanturn pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisaai 

n. pelaksanaan dan pengoordinasian penegakan disiplin bagi aparatur sipil 
negara lingkup pemerintah kota; 

o. penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur; dan 
p. pelaksanaan fungai lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsi Badan, 
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(1) Bidang Pengadaan, Pernberhentian dan lnformasi mempunyai tugas 
merencanakan operasional, merumuskan melaksanakan, mengelola, 
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pengada.an dan 
pemberhentian aparatur, datadan informasr aparatur. 

(2) Bidang Pengadaan, Pernberhentian dan lnformasi dipimpin oleh scorang 
Kepala Bidang yang berada d.ibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnformaai 

(1) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan da.n penyiapan 
bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, 
pembukuan keuangan, urusan akuntansi <Ian pelaporan keuangan, serta 
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 
pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumab tangga 
dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta 
pengelolaan urusan administrasi kcpcgawaian. 

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipirnpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris 

Pasal 12 

Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsiional 

Pasal 11 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaima.na dirnaksud pada ayat (1), 
Sekreta.riat menye)engga.rakan fungsi : 
a. pengoordina.sian penyusunan rencana, program dan anggaran serta 

penyusunan laporan keuangan; 
b. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah dan 

Standar Operasional Prosed ur; 
c. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai lingkup 

badan; 
d. penyelenggaraan urusa.n umum meliputi kerumahtanggaan, 

ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan; 
c. pcmcliharaan barang invcntaris dan perlengkapan; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

denga.n tugas dan fungsinya 
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Susunan Organisasi Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal LS, terdiri atas Kelompok .Jabatan Fungsional, 

Pasal 16 

(1) Bidang Mutasi dan Prornosi mempunyai tugas merencana.ka.n operasional, 
merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi 
dan melaporkan urusan mutasi, kepangkatan, pengembangan karir dan 
promosi. 

(21 Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kcpala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Mutasi dan Promosi tnenyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan mutasi dan prornosi; 
b. penyelenggaraan proses mutasi dan prornosi; 
c. pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi; 
d. pelaksanaan verifikasi dokumcn mutasi dan promosi; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi; 

dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sadan baik lisan 

maupun tertulis terkaitdengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

Bagian Keempat 
Bid.ang Mutasi dan Promos! 

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsion al. 

Pasal 14 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi rnenyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi; 
b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk 

pelaksanaan pengadaan; 
c. pcnyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK; 
d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian; 
e. pelaksanaan verifikasi dokurnen administrasi pemberhentian; 
f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian; 
g. pengoordinasian penyusunan infonnasi kepegawaian; 
h. pelaksanaan fasilitasi lcmbaga profesi ASN; dan 
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan -pengadaan, 

pemberhentian dan pengelolaan informasi: dan 
j. pelaksanakaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 19 

(11 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengbargaan mempunyai tugas 
rnerencanakan, merumuskan, melaksa.nakan, mengelola, mengendalika:n, 
rnengevaluasi dan melaporkan urusan penyelenggaraan penilaian klnerja 
dan penghargaan apararur. 

(2) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dipimpin oleh 
seorang Kepa1a Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kcpala Badan. 

(31 Dalam melaksanakan tu gas sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ), Bidang 
Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi ; 
a. perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan; 
b. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja clan penghargaan; 
c. pelaksanaan, fasilitasi kegiatan penilaian k.inerja; 
d. pelaksanaan evaluasi basil penilaian kinerja; 
e. perumusan tindak lanj ut basil penilaian kinerja; 
f. pelaksanaan verifi.kasi usulan pemberian penghargaan; 
g. pengoordinasian usulan pernberian penghargaan; 
h. pelaksanaan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan; 
i. pengoordinasian, fasilitasi, pelayanan adrninistrasi aparatur; dan 

Bagian Keenam 
Bidang Penilaian Klnerja Aparatur dan Penghargaan 

Bidang Pengem bangan Kompetensi Aparatur 
dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Susunan Organisasi 
sebagaimana dimaksud 
Fungsional. 

Pasal 18 

(1) Bidang Pcngcmbangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas 
merencanakan, merurnuskan, melaksanakan, mengelola, mengenrlalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan urusan penyelenggaraan pengembangan 
kompetensi, aparatur. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pengernbangan Kornpetenai Aparatur menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan pengernbangan kompetensi; 
b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi; 
c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan; 
d. perencanaan kebutuhan dildat penjenjangan dan sertifikasi; 
e. pelaksanaan fasilitasi diklat teknis fungsional; dan 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan 

kompetensi; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan baik. lisan 

maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya, 

Pasal 17 

Baglan Kelima 
Bidang Penge,nbangan Ko.mpetensi Aparatur 
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Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompokjabatan fungsional 
wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
llngkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
Badan serta dengan instansi lain di luar Badan scsuai dcngan tugas masing 
masing. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 24 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
buruf c, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 terdiri dari sejumlab 
Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang rerbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(21 -Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fu.ngsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawab 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. 

(41 Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pernantuan dan evaJuasi serta pelaporan pada satu kelornpok sub 
substansi, 

(SJ Ketentuan lebih lanjut rnengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansl dan sub koordinator ditetapkan dengan I<eputusan 
Walikota. 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah 
sekelornpok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

Paaal 23 

Pada masing-masing unit kerja di Iingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah 
kelornpok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketajuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 21 

Pasal 20 

Susunan Organisasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional, 

j. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh kepala badan baik lisan 
maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleb Walikota atas usu! 
Sekret.aris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkal dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan. 
(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon llb atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama. 
(5) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon 1Tlb atau Jabatan Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon !Va atau -Jabatan Pengawas. 

BAB VI 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Pasal 28 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam Iingkungan Sadan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai denganketentuan yang berlaku. 

Pasal 27 

Pasal 26 

(l) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala 
Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

(2) Dalam hal Sekretaris bcrhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan. 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masmg 
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkab yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-tJndangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
mernberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas, 

(3) Seliap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dao rnematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan Iaporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk rnemberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(5) Dalarn menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
Iaporan wajib disampaikao kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam rnelaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya clan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pa.sa125 

• 11 • 
• 



NOMOR :2.h 

4 ~O(ba . ~~l,f~ '11(£ 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, 1 '> - I· 2022 

PARAF KOO,iiJih1ASi 
No. 1Nsr1,s;si7urii;T.~.:iA ? • " • F 

1 V){ C'-1\(\.,., '1 "lVl"'- 
2 \ta, IJ 1'9 ,;;,:.:.._--,h-~--..1 
3 t~b<:i . O ..,.;~;,., 

Ditetapkan di Kendari 
..,:::::::;~~l,Ilggal, :2. 5 - l - 2022 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya clalam Berita Daerab Kota Kendari. 

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota K-endari 
Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan $umber Daya 
Manusia Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 69) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat FungsionalAhli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhenti.an dalam jabatan struktural 

di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
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PARAF KOORDtNASTl ·---- -- NO INSTASASI • IJMT h~A 'P ., P ~'· F 
I ~}\· · ll~M 1.1¥1'\ '1t>! ,v 
2 F"t,f>\Cfr~ v. 
3 \cq\x,,, • or~°""' rof< ... 
4 \co\ba, ...... ~ ,..,.,, 111,C - 

:~,.~~ .. ~:~,,,.::;-r_. ~ -r~~~·:;·_--:;.:.-.": 
t,\., '! ' • ,,. • .~ ~ ~ • ·~ ---~_--.:..... ... ~ ,-.--;--.!;-;.: ----...; :. 

Sl!KRETARIAT 

I 

SUB BAGIAN - KEUANGAH DAN 
PflAPOIWI 

SOBBAGIAH 
- UMIJM DAN 

l<EP£GAWAIAN 

sue l(OORDIKTOI\ OAN 
l<E.OHPOllJABATAN - FUNGSIONAL 

I I 

I I I I 
"'11WfG ISIDANO lllOAIIG 

N"GADMN, lllDANO PINOIHaAIIOAN PINlUWI ltlNlit:11, 
P"4111!1Ut1'"1AN bAN MIJf4'$1 D,lN Pl\!>Host ICOMPmHt AP~TIJR APA1':ATUll OAN 

lNl'OltHASI HNOIIARO,Utll 

I I I I 
SUB KOOllDIKTOllDAN SUB KOORDJ"NTOR DAN SUB K'OORDJNTOR. P.&N SUS KOORDINTOR DAN 

K11.0MPOKlA8ATAN KII.OMPOK lABATAN KELOMPOKJA.8ATAN KfLOHPOK JABATAN 
FUNGSIONJU. FUNGSJONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
8ADAN KEPEGAWAIAN DAN PE:NGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSlA 

KOTA KENDARI 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR :Lb TAHUN 2022 
TANGGAL : :l"' - \ - 2022 
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